BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2009;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);



10.

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 1189 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
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19,

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006
Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 11);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 14);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 15);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2009.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp  39.993.148.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 501.137.523.677,00
¢. Lain-lain pendapatan yang Sah R 37.727.066.709,00

Jumlah Pendapatan Rp 578.857.738.386,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai Rp 347.014.616.381,00
2) Belanja bunga Rp 860.000.000,00
3) Belanja subsidi Rp 0,00
4) Belanja hibah Rp  41.644.348.000,00
5) Belanja bantuan sosial Rp 9.801.338.000,00
6) Belanja bagi hasil Rp 25.000.000,00
7) Belanja bantuan keuangan Rp  47.050.264.400,00
8) Belanja tidak terduga Rp 1.541.032.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 447.936.598.781,00



b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai Rp  19.145.376.872,00
2) Belanja barang dan jasa Rp  54.092.577.411,00

3) Belanja modal 88.563.404.953,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 161.801.359.236,00
Jumlah Belanja Rp 609.737.958.017,00
Suplus/(Defisit) Rp_ (30.880.219.631,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp  37.992.812.631,00
b. Pengeluaran Rp 7.112.593.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 30.880.219.631,00
4. Sisalebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA) Rp 0,00
Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Januari 2009

BUPATI TEMJANGGUNG,
SEKDA 4
ASISTEN
4/ + /11 4/

KABAG HUKUM q; HASYI AFAND;/

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

———

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 1

Pasal 6 }




Lampiran I

: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 1 Tahun 2009
Tanggal : 23 Januari 2009
RINGKASAN APBD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2009
: o JUMLAH ANGGARAN
e e - e i e B

1 PENDAPATAN 578.857.738.386,00
11 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.993.148.000,00
1.1.1 | Pajak Daerah ~ 5.603.566.000,00
1.1.2 | Retribusi Daerah - 20.453.415.000,00
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.889.854.000,00
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.046.313.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 501.137.523.677,00
1.2.1 | Dana Bagi Hasil S  19.676.173.677,00
1.2.2 | Dana Alokasi Umum S 430.276.350.000,00
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus 51.185.000.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 37.727.066.709,00
1.3.1 | Pendapatan Hibah 3.209.052.000,00
1.3.2 | Dana Darurat B =
1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 21.724.782.709,00
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - B -
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 12.793.232.000,00

e e e |
2 BELANJA 609.737.958.017,00
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG 447.936.598.781,00
2.1.1 | Belanja Pegawai s 347.014.616.381,00
2.1.2 | Belanja Bunga - 860.000.000,00
213 | BelanjaSubsidi - _ .
2.1.4 | Belanja Hibah ~ 41.644.348.000,00
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 19.801.338.000,00
2.1.6 | Belania Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa o ~25.000.000,00
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ~ 47.050.264.400,00
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga 1.541.032.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 161.801.359.236,00
2.2.1 | Belanja Pegawai 19.145.376.872,00
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 54.092.577.411,00

88.563.404.953,00

PENERIMAAN PE_MBIAYAAN DAERAH 37.992.812.631,00 '
3.1.1 | Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 23.000.000.000,00
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan — . i [ o =y |
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayvaan Daerah vang Dipisahkan i o -
3.14 | Penerimaan PinjamanDaerah ~14.992.812.631,00
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah 3
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.112.593.000,00
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan T N s —
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah g [ 3.612.593.000,00
3.2.3 | Pembayaran Pokok Hutang — S| | . -
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah o -

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.500.000.000,00

B 3% e me— i : m

! BUPATI TEYIANGGUNG,

SEKDA ¢
ASISTEN




p 1 uBNIPIPUa SBUIQ 10101
X .S.oco.cm S dqumeyy sty JBe efueeg  10'10T TS €00 10101101
" 00°000°06 L : _____S9eH myeq veyeg efuepg 10TT5'S'00"10101°101 |
iy 00°000'7€6'8 VSV NVA ONVHVE VINVIaE | _ TTSSE007 10101101
ﬁ I 00°000°00T'1 =1 (SN UoN) Iseuodsuer] efuedg | so'so'l TSSE00 101011
.. b = B 00°000°0LT { o G..z..t..n:um& 1seyodues |, efuejog PO'SO'LTS'§'€00"10101'101 |
B - cccocon¢~ i sy _.awc_n_EE uep [sesi[eisos ‘veyuejad ‘snsiny efuepg  SOITSEE007 10101 101
e P T ol . | 00000009 = L e wdn [ cozotzsseoiolorion |
E L C 000001009 it 24 SNd UON WNLBIOWOH | 20'1'TS'S'500° 10101 101
T 00°000'$9L€ uejeI3a3] BUBSYEIR] BIIUR] WNLEIOUOH | 10'10'1°Z'S'S €00 10101101
E okt IR o ] ooooosote 0 | =z S SNd WRLIRIOO} 10'125'5'500" 10101 101
1 L : i ~ 00°000°SE]S =0 IvMVDad VINVTId I'T$'SE007 10101 101
i 1ie yeue) eyud uep undsip Suek refead eAupnimia] @ jesjuepy =5
S fefejod gE-€)1 BquioT eAueuesyepal :  ueIEn[RYy
Bung3uewa] uaedngey : ueeiSay 15O 00°000°69L b1 dINS G9d/9(11 vquoTIsyaRes S €007 101017101
e I ) 00'00069L%1 | _ ueeLepnqay] uep ¥3ey YE|Q EPNWIJ WS BB SuIndg WeIS01y ___07Iolol’tol
| . # = _00°9LS'1L9'0S0°9€ _ =l _ ONNSONVTVINVTIE | NQQQSE_E.E
L. T Bl L= VA  eAuure] ueSuequiag ueNESEpIOg uejiseyBuog uBYeqUBL |  90°20'11'S'000°00'10101 101
00°0 SNd UefiseyBuad ueyequie]. 20°1'1'5'000°00'10101° 101 |

oa.,ﬁm.ma,vf,m.

UBJBY3SIY ISUBINSY URIN]

00°I1E'888°E

1len) EE_:H_E&.

| 009L8°F187€9°€

snsnyy ueSuelun | Ajqq ueSuefun

00°L01°1STS18°6

(1 sesog ueSuefun],

60101 1'5'000'00°10101"101

8010 n oc_n_ oo'lotol 1ol
hc wr _ 0000010101 ::

901011 2%& 10101101

w 00°Tv0'S8TL69T ~ wmu) uorssung weSuelun ], '§000'00'10101" ol
_. ) 00°0S8'ZS1'THS'1€ [euoisBung weBuefuny | 01011500000 10101 101 |
i N | 00°000'SZLTIL - (¢ uereqer weBuefun] | €0'10'1'1'5000°00'10101°101
00'8TE9E6'TOHTLI o B edmnpy uesuefuny 20'10'1'1'$'000°00° 10101101
; 00°LZ8°096'115°0¥%1 E 1sejuasaiday] Suen)/SNd Yodyod Heo 1010 1'I'$'000°00° 10101°101
. 0 o= = | O0°EIL’L86E6€ 60T : e s weSuefung wep 10 | 10'1°1°5°000'00' 10101°101
00°€1L'L86 €6E 60T Fainl 5 IVMVDAd VINY 138 1'1'§'000'00'10101' 101
] 00°E1L°L86E6E60T e . ONNSONVT IVALL VINVIEE 1'$'000'00' 10101101
i 00°68Z'659'V¥'S¥T HVYAVA VONVTAI $000°00°10101°10T
4 € T I
ueseppluag uese33uy yejung NYIVHN Suruanay apoyy
L
| uByIpIpuag seulq 10101 : ISVSINVONO
NVIIAQIANEd  101: NVHVINIHAWA NVSIHn
600T NVIVIODNY NNHV.L
_ dddvV NVIVAVINTd
w ONNOONVINAL NALVANEV
600T Henuer ¢7- [e88ue], i
_ 6007 unyeyg, |: JomoN w \.

11 tendure

ONMNOONVWHL LLVdNE NYYNLVIEd




vLS

yeSuauajy uep (123 oIy BYes() uep ‘sesadoy] ‘ueSueSepiag ‘uvLysnpuliag seulq [10L0Z

i
IANVAV WIASVH
WIMINH Dyawy
b T/
! N3 LSSV
1
7
ONNOONVWFY/ILVANE | vaxas
(00°65L°089'FPE) (nsyaq) / snjd.ang
00°6SLE6H"PITL eluepog yepunp
S _ | 00000009 ] S yeiaep wefep seulp ueuefeliod eUBjog | 106127592091 10L0T L0T
B o o B 00000009 ~ seuiq ueuepe(idg eluepg SITTS9Z091 10L0T LOT
o | 00000°02¥ ueIeI3a3] WU UBNe]N BfUBlg | s0°L1'TTS'920°'91 10L0Z LOT |
o 0000002 ~ uewnuiy uep ueuep Blueg 1UTTS920°91°10L0T LOT |
00°000°<L tedwaytouey Bunpad emas eluedg | z0L0 7T S 92091 10408 LOT
ooooos. | 0 iwweqdfuepnpBunpapaeuminy smog efiepg LOTTS9T0IN'10L0T LOT
- 007000°S21 Isgpuswmoq efuejag £0°90°TT$'920°91 10L0T LOT
R R | 00°000°05T . ) ~ ueepueB3uod BlUelg | 20'90°TTS9T0°91'10L0T L0
- 00°000°SL B yewoefueeg | 10°90CTS 92091 10L0Z L0T
. 00°000°05% __ meepueASing wep YRiogy eiwiog 90°TTE9T0'91'10L0T LOT
00°0SL9¥1 eAuure] ueyeq efueog | 90Z0'TTS9Z0'91 10L0T LOT
00°0SL 9¥1 [ELTRIN/UeyRg Blue[og TOTTSTO9I" 10L0T LOT
00°05T £8% Jlojuey sim jee efueag 10 10T TS 92091 10L0T LOT
R 00°0sT' €8y B siqeH 1eyed ueyeq efiejog 10°7T'5'920'91 10L0T LOT
00°000°SL1'T ~ VSVINVJ ONVIVH VINYTdd TT'S920°91'10L0T LOT
00°000°00¥ | B B (SNd UoN) IsepodsueiL Bfuedg | 50°60°'1°T'S'920°91" 10L0T LOT |
00°000°00% I SID}e) uBSuIquulq uep [sesielsos ‘ueypeled ‘snsiny efuefeg S0'T'T'S'9T0'91 10L0T LOT
00°000°59L 12qUNSeIRN AMMNNSU] Yy BSeUs] WNLRIOUOH [0°TO1'T'S'920°91°10L0T LOT
; 00°000°$9L . SNd UON WMLEIOUOH 01T $'9T091 10L0T LOT
00°000°0+8 UEIBISYY BUESYR[3] ENIUE] WNLIBIOUOH 10°10°1°T§°920°91°10L0T LOT
[ 00°000°0¥8 N - - SNd WNLBIOUOH 10'1°T§'920°91°10L0T LOT
00°000°500'C IVMVDId VINVIIg 1'T'§'920°91°10L02 LOT.
DI tenyelaBuad eXweBuluapy ¢ JeeJuejy
ueynead eAusuesyepa], © uBIRR[EY
LEPIN BS3(] : UBIRIZaY Isex0] 00°000°081 % oyduay (Y1) jay rsnpuf unSuvquiasuad 9T0'91'10LOT LOT
] 00°000°090°€ yesep wepep seulp ueueeliad efuejag 10°ST'ZTS ST0O9L 10L0Z LOT
. 00'000090€ o seul( uee[R(iag eliejog SI'TTSSTO91'10L0T LOT
00°000°0Z5'T uete8ay wnuy uee efueeg | so'11TTSST0'91 10L0T LOT
v € z I
ugsepaluag LS ..umw—.Q Yejung NVP (1 Suruayay apoy|
_ )




